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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan daerah, APBD, serta 
peraturan terkait SAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP 
berbasis akrual dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan karena 
informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat 
dibandingkan antarperiode. Meskipun demikian, penerapan SAP masih 
menghadapi beberapa kendala, seperti pengelolaan aset yang belum optimal, 
pencatatan transaksi yang belum konsisten, serta sistem informasi akuntansi yang 
belum terintegrasi secara maksimal. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan 
tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi, tetapi juga oleh 
efektivitas sistem, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur pemerintah 
daerah. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the impact of the implementation of the Government 
Accounting System (SAP) on the quality of the financial statements of the DKI Jakarta 
Provincial Government. The study employs a descriptive qualitative method utilizing 
secondary data in the form of regional financial statements, the Regional Budget (APBD), 
and regulations related to SAP. The results indicate that the implementation of an accrual-
based SAP can help improve the quality of financial statements because the information 
presented becomes more relevant, reliable, easy to understand, and comparable across 
periods. However, the implementation of SAP still faces several challenges, such as 
suboptimal asset management, inconsistent transaction recording, and an accounting 
information system that is not yet fully integrated. Therefore, the quality of financial 
statements is influenced not only by the application of accounting standards but also by the 
effectiveness of the system, internal controls, and the competence of local government 
officials. 

 
I. PENDAHULUAN 
 Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman pokok untuk 
menyusun laporan keuangan dari pemerintah yang bertujuan untuk mencapai 
transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi keuangan yang relevan, 
dapat diandalkan, sebanding, dan mudah dipahami oleh para stakeholder. 
Dalam kondisi yang sempurna, penerapan SAP secara maksimal seharusnya 
memproduksi laporan keuangan untuk daerah yang sangat berkualitas serta 
mampu mencerminkan keadaan keuangan dengan tepat sebagai dasar untuk 
mengambil keputusan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SAP di tingkat 
pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat beberapa catatan mengenai 
kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, pencatatan transaksi, serta sistem 
informasi akuntansi yang belum terintegrasi secara optimal. Hal ini 
mengindikasikan adanya perbedaan antara kondisi ideal penerapan SAP dan 
praktik yang berlangsung di lapangan. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia, 2023; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024; Yusuf & 
Lestari, 2020). 
 Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya 
berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan daerah meskipun Sistem 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah diterapkan secara resmi. Pemerintah 
daerah diharapkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang baik sebagai 
bentuk tanggung jawab kepada publik, tetapi di sisi lain, masih terdapat 
berbagai tantangan seperti kurangnya tenaga kerja terampil, sistem informasi 
yang belum maksimal, dan tingginya tingkat kompleksitas transaksi keuangan, 
terutama di daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki kegiatan pemerintahan 
dan ekonomi yang sangat aktif. (Mahmudi, 2019; Rahmawati, 2021; Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, 2023). 
 Meskipun telah banyak penelitian terkait penerapan SAP, sebagian besar 
penelitian masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji pada 
pemerintah daerah dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti Provinsi DKI 
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Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya research gap dalam literatur, yaitu masih 
terbatasnya penelitian yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis 
pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan 
keuangan pada konteks daerah metropolitan dengan karakteristik transaksi 
yang kompleks. Selain itu, masih terdapat research gap lainnya berupa 
minimnya penelitian yang secara langsung mengaitkan implementasi SAP 
dengan indikator kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif 
laporan keuangan. (Hidayat & Putri, 2021; Wibowo & Rahmawati, 2020; 
Kurniawan, 2022; Tarigan et al., 2025). 
 Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAP 
memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Penelitian Hidayat dan Putri (2021) menyatakan bahwa implementasi 
SAP berbasis akrual mampu meningkatkan keandalan dan relevansi laporan 
keuangan. Sementara itu, Sari dan Taufik (2022) menemukan bahwa tingkat 
pemahaman aparatur terhadap SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan 
SAP sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia serta sistem 
pendukung yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. 
 Penelitian ini menjadi penting karena kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah berperan besar dalam meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, 
laporan keuangan yang berkualitas juga menjadi dasar dalam pengambilan 
keputusan, perencanaan anggaran, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. 
Dengan demikian, analisis terhadap penerapan SAP menjadi krusial untuk 
memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan, 2022; Rahmawati, 2021; Harun, 2019). 
 Kontribusi penting dari penelitian ini adalah memberikan bukti nyata 
tentang dampak penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap mutu 
laporan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki 
efektivitas penerapan SAP dan memberikan sumbangan dalam pengembangan 
literatur akuntansi untuk sektor publik, terutama yang berkaitan dengan kualitas 
pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. (Hidayat & Putri, 2021; 
Wibowo & Rahmawati, 2020; Wardani & Aripratiwi, 2024). 
 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan 
untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan Sistem 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan 
keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode ini dipilih karena fokus 
penelitian adalah pada analisis fenomena berdasarkan data yang ada, bukan 
pada pengujian hubungan statistik antar variabel. Dengan metode ini, 
diupayakan untuk memahami cara penerapan standar akuntansi dalam praktik 
dan bagaimana kualitas laporan keuangan dapat ditafsirkan berdasarkan 
dokumen yang tersedia. Metode kualitatif juga memberi kesempatan untuk 
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mengkaji fenomena dalam konteks, terutama di lingkungan pemerintahan 
daerah yang sangat kompleks. 

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai 
objek penelitian utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan 
bahwa DKI Jakarta merupakan daerah dengan kapasitas fiskal yang besar serta 
tingkat kompleksitas pengelolaan keuangan yang tinggi dibandingkan daerah 
lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang mencapai sekitar Rp83,7 triliun pada tahun 2023, 
yang mencerminkan skala aktivitas keuangan yang signifikan dan 
membutuhkan sistem akuntansi yang terstruktur dan andal. (Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, 2023; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023). 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
didapatkan melalui analisis dokumen. Data sekunder tersebut mencakup 
laporan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, data Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan pelaksanaan anggaran, serta 
berbagai aturan yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain 
itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur akademis seperti jurnal dan buku 
sebagai dasar teori dalam menganalisis informasi. Informasi sekunder dipilih 
karena bisa memberikan gambaran yang objektif tentang keadaan keuangan 
daerah serta pelaksanaan SAP tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas para 
responden. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode 
dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis 
berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. 
Dokumen yang dianalisis meliputi struktur APBD, laporan realisasi anggaran, 
serta laporan hasil pemeriksaan yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap 
standar akuntansi. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang 
bersifat faktual dan dapat diverifikasi kebenarannya. (Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia, 2023). 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif 
yang bersifat deskriptif. Langkah awal analisis adalah mengurangi data, yaitu 
memilih dan menyaring informasi yang berkaitan dengan inti penelitian. 
Kemudian, data disusun dalam bentuk narasi yang teratur untuk menjelaskan 
bagaimana SAP diterapkan dan kualitas laporan keuangannya. Langkah terakhir 
adalah menarik kesimpulan dengan cara memahami data secara keseluruhan 
untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang ada dalam data tersebut. 
Metode ini membantu kami untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh 
tentang fenomena yang sedang diteliti. 

Untuk memastikan keabsahan data, studi ini menerapkan teknik 
triangulasi sumber, yaitu dengan melakukan perbandingan terhadap berbagai 
dokumen resmi dan sumber literatur yang relevan. Dengan membandingkan 
informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan bahwa data yang 
diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Ini sangat penting untuk meningkatkan 
kevalidan hasil penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif yang sangat 
bergantung pada penafsiran terhadap data. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah 
yang jelas dan dapat dipercaya. Dengan kemampuan anggaran yang besar dan 
banyaknya transaksi keuangan yang rumit, pemerintah daerah membutuhkan 
sistem akuntansi yang dapat mencatat dan menyajikan informasi keuangan 
dengan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang ada. Selain itu, 
penggunaan akuntansi berbasis akrual membantu pemerintah daerah dalam 
memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih lengkap. Informasi yang 
dihasilkan tidak hanya mencakup kas, tetapi juga aset, utang, dan perubahan 
kekayaan, sehingga mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja 
pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta memberikan efek positif terhadap peningkatan keterbukaan 
pengelolaan keuangan daerah. Dengan cara pencatatan yang lebih komprehensif, 
pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan dengan lebih 
terbuka kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Keterbukaan ini penting 
untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran 
daerah. Selain itu, penerapan akuntansi juga membantu pemerintah dalam 
meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Setiap transaksi 
keuangan harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan pedoman yang ada, 
sehingga memudahkan dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat 
dan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi memiliki peran 
penting dalam mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam 
praktiknya, penerapan akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah 
daerah untuk mengelola aset dengan lebih teratur dan terencana. Aset daerah 
yang sebelumnya sulit dipantau sekarang dapat dicatat dengan lebih rinci, 
sehingga memudahkan dalam melakukan inventarisasi dan pengawasan. 
Pengelolaan aset yang baik juga dapat membantu pemerintah daerah dalam 
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. (Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010; Mardiasmo, 2021; Nordiawan, 2020). 
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memanfaatkan perkembangan 
teknologi informasi dalam mendukung implementasi SAP. Penggunaan sistem 
informasi keuangan daerah membantu mempercepat proses pencatatan, 
pengolahan data, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya 
dukungan teknologi, proses administrasi keuangan menjadi lebih efektif dan 
efisien. Keberadaan sistem informasi yang terintegrasi turut membantu 
meningkatkan kualitas data keuangan daerah. Data yang tersimpan secara digital 
dapat meminimalisir risiko kehilangan dokumen dan memudahkan proses 
rekonsiliasi antar unit kerja. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga membantu 
mempercepat proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. 
Penerapan SAP berbasis akrual juga memberikan manfaat dalam proses evaluasi 
kinerja pemerintah daerah. Informasi keuangan yang tersaji secara lengkap dapat 
digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian 
program pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan 
evaluasi kebijakan secara lebih objektif dan terukur. Dari sisi pengendalian 
internal, penerapan SAP membantu meningkatkan pengawasan terhadap 
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pengelolaan keuangan daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki 
bukti pendukung dan dicatat sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dapat 
meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan maupun potensi penyimpangan 
dalam pengelolaan anggaran daerah. Peningkatan kualitas laporan keuangan 
juga tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang kompeten. Aparatur 
pemerintah daerah perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai standar 
akuntansi pemerintahan agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan 
keuangan secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SAP. Selain 
kompetensi aparatur, koordinasi antar organisasi perangkat daerah juga menjadi 
aspek yang sangat penting. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan 
sinkronisasi data dari berbagai unit kerja sehingga diperlukan komunikasi yang 
baik antar instansi. Koordinasi yang efektif akan membantu menghasilkan 
laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Keberhasilan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
menunjukkan bahwa penerapan SAP telah berjalan dengan cukup baik. Opini 
tersebut mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah secara 
umum telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun 
demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan perbaikan secara 
berkelanjutan agar kualitas laporan keuangan dapat terus meningkat. Dalam 
konteks pelayanan publik, kualitas laporan keuangan yang baik dapat 
mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Informasi 
keuangan yang akurat memungkinkan pemerintah untuk menentukan prioritas 
pembangunan dan penggunaan anggaran secara lebih tepat sasaran. Dengan 
demikian, penerapan SAP juga memiliki dampak tidak langsung terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penerapan SAP memberikan 
banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. 
Salah satu tantangan utama adalah proses integrasi data antar sistem yang belum 
sepenuhnya optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam 
proses penyusunan laporan keuangan apabila tidak ditangani dengan baik. 
Selain itu, pengelolaan aset daerah juga masih menjadi perhatian dalam 
implementasi SAP. Besarnya jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta memerlukan sistem pencatatan dan pengawasan yang lebih terstruktur. 
Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data aset secara berkala agar informasi 
yang disajikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SAP 
juga berperan penting dalam mendukung terciptanya efisiensi pengelolaan 
anggaran daerah. Dengan sistem pencatatan yang lebih baik, pemerintah daerah 
dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif dan mengurangi 
risiko pemborosan. Efisiensi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap 
anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi 
masyarakat. (Fauziah, 2023; Rahmawati, 2021). 
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Sumber: dashboard resmi APBD DKI Jakarta (SMART APBD / SIKD). 

 
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu daerah dengan 
kapasitas keuangan terbesar di Indonesia, yang terlihat dari ukuran APBD dan 
kerumitan pengelolaan keuangannya. Pada tahun 2023, APBD DKI Jakarta 
ditentukan sebesar kurang lebih Rp83,7 triliun, yang terdiri dari pendapatan 
daerah sekitar Rp74,3 triliun dan pembiayaan sebesar Rp9,4 triliun. Ukuran 
anggaran ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah membutuhkan 
sistem akuntansi yang teratur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 
memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Jika dilihat lebih 
mendalam, sumber pendapatan daerah DKI Jakarta didominasi oleh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) sebesar Rp52,77 triliun, diikuti oleh pendapatan transfer 
sebesar Rp18,45 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp3,14 
triliun. Sementara itu, pengeluaran daerah direncanakan mencapai Rp74,6 triliun 
yang terdiri dari pengeluaran operasional, pengeluaran modal, pengeluaran tak 
terduga, dan pengeluaran transfer. Struktur ini menunjukkan bahwa 
pengelolaan keuangan daerah melibatkan berbagai elemen yang rumit dan 
memerlukan sistem pencatatan yang tepat dan konstan. Berdasarkan analisis 
terhadap data APBD dan laporan keuangan, penerapan Sistem Akuntansi 
Pemerintahan di DKI Jakarta telah mengikuti prinsip akrual. Penerapan prinsip 
akrual memungkinkan pengakuan transaksi tidak hanya berdasarkan arus kas, 
tetapi juga berdasarkan hak dan kewajiban yang ada. Hal ini memberikan 
gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan keuangan daerah, termasuk 
aset dan kewajiban yang ada pada pemerintah. Dengan begitu, kualitas 
informasi keuangan menjadi lebih menyeluruh dan relevan bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan. (Kurniawan, 2022). 
 Selain itu, data realisasi anggaran menunjukkan bahwa pada awal tahun 
2023, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp16,4 triliun atau sekitar 
22,11% dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai sekitar Rp11,4 triliun 
atau sekitar 15,30% dari anggaran. Data ini menunjukkan bahwa proses 
pelaksanaan anggaran berjalan secara bertahap dan memerlukan pengelolaan 
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yang cermat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Informasi ini juga 
mencerminkan pentingnya sistem akuntansi yang mampu mencatat dan 
memantau realisasi anggaran secara akurat. Dari sisi kualitas laporan keuangan, 
penerapan SAP berbasis akrual berkontribusi dalam meningkatkan karakteristik 
kualitatif laporan keuangan, seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan 
keterpahaman. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang 
berlaku mampu memberikan informasi yang lebih transparan dan dapat 
digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Konsistensi penyajian 
laporan antar periode juga memungkinkan dilakukan analisis kinerja keuangan 
secara lebih komprehensif. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan 
bahwa penerapan SAP belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya 
perubahan APBD pada tahun 2023 yang mengalami penurunan menjadi sekitar 
Rp79,52 triliun, yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi 
keuangan daerah. Perubahan ini dapat mencerminkan adanya dinamika dalam 
pengelolaan keuangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan serta 
peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran. (Harun, 2019; 
Bastian, 2021). 
 

 
Sumber: dashboard resmi APBD DKI Jakarta (SMART APBD / SIKD). 

 
 Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan 
keuangan daerah, seperti ketidaksesuaian pencatatan, pengelolaan aset yang 
belum optimal, serta integrasi sistem informasi yang belum sepenuhnya berjalan 
dengan baik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun SAP telah 
diterapkan secara formal, implementasinya di lapangan masih menghadapi 
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berbagai tantangan. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara 
standar yang ditetapkan dengan praktik yang dilakukan. 
 Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki peran yang 
signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, namun 
keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi. Sistem 
akuntansi yang baik harus didukung oleh pengelolaan yang konsisten serta 
sistem informasi yang terintegrasi agar dapat menghasilkan laporan keuangan 
yang berkualitas. Tanpa dukungan tersebut, penerapan SAP berpotensi hanya 
bersifat administratif dan belum mampu memberikan dampak optimal. 
 Lebih lanjut, meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 
menunjukkan kinerja keuangan yang relatif baik, kualitas laporan keuangan 
tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan 
pemerintah dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara transparan dan 
akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam 
meningkatkan kualitas sistem akuntansi, pengendalian internal, serta integrasi 
sistem informasi agar kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan.  
 Dengan demikian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah hal yang sangat penting 
untuk meningkatkan mutu laporan keuangan di pemerintah daerah. Namun, 
keberhasilan penggunaannya sangat tergantung pada kualitas cara penerapan, 
dukungan sistem, serta kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik. 
Untuk itu, perlu adanya penilaian dan perbaikan yang terus-menerus agar 
tujuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dapat terpenuhi dengan 
sebaik-baiknya. Penilaian yang lebih mendalam diperlukan untuk melihat 
seberapa efektif penerapan SAP di lapangan. Dengan cara ini, studi kasus ini 
tidak hanya bertujuan untuk menampilkan suksesnya pemerintah daerah dalam 
meraih opini WTP, tetapi juga untuk menemukan berbagai aspek yang masih 
harus ditingkatkan untuk mendapatkan laporan keuangan yang lebih baik dan 
berkelanjutan. 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Berdasarkan temuan dari studi yang telah dilaksanakan mengenai 
penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap mutu laporan 
keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa secara 
umum, SAP telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal 
ini terlihat dari pembuatan laporan keuangan yang sudah menggunakan sistem 
akrual, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai 
keadaan keuangan daerah, termasuk aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas. 
Dari segi mutu laporan keuangan, temuan penelitian menunjukkan bahwa 
laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi ciri-ciri 
kualitas, yaitu relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan 
kemudahan pemahaman. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
dianggap mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan posisi 
keuangan daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan 
keputusan. 
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 Namun, studi ini juga menemukan bahwa penggunaan SAP belum 
sepenuhnya efektif. Masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya, 
seperti pengelolaan aset yang belum dilakukan dengan baik, ketidakcocokan 
dalam pencatatan transaksi tertentu, dan juga integrasi sistem informasi 
akuntansi antar organisasi perangkat daerah yang belum optimal. Situasi ini 
menunjukkan adanya jarak antara penggunaan SAP yang resmi dan 
pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, rumitnya pengelolaan keuangan di 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandai dengan anggaran yang besar 
dan banyaknya bagian kerja juga menjadi masalah dalam penerapan SAP. 
Kerumitan ini memerlukan koordinasi yang baik, sistem yang terhubung, dan 
tenaga kerja yang berkualitas agar laporan keuangan dapat dijaga kualitasnya 
secara terus-menerus. 
 Secara umum, studi ini menunjukkan bahwa penggunaan Sistem 
Akuntansi Pemerintahan memiliki peran yang signifikan dalam memperbaiki 
mutu laporan keuangan di pemerintah daerah. Namun, keberhasilan 
penggunaan sistem ini sangat tergantung pada seberapa baik penerapannya, 
dukungan dari sistem informasi, serta keterampilan petugas dalam mengatur 
keuangan daerah. Karena itu, peningkatan mutu laporan keuangan tidak hanya 
memerlukan kepatuhan pada standar yang ada, tetapi juga perlu adanya 
perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaannya di lapangan. 
 
Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
disarankan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) melalui pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia. Peningkatan kapasitas aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan 
dan pendidikan berkelanjutan terkait SAP berbasis akrual agar pemahaman 
terhadap standar akuntansi dapat diterapkan secara konsisten dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 
 Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan 
mengintegrasikan sistem informasi akuntansi antar organisasi perangkat 
daerah secara lebih optimal. Sistem yang terintegrasi akan membantu proses 
pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi data keuangan menjadi lebih akurat, 
efektif, dan tepat waktu. Penguatan sistem pengendalian internal juga perlu 
terus dilakukan, khususnya dalam pengelolaan aset dan pencatatan transaksi, 
agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga dengan baik. Bagi peneliti 
selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan 
menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif 
atau mixed methods, serta menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil 
penelitian di masa mendatang dapat memberikan analisis yang lebih 
komprehensif dan mendalam mengenai penerapan SAP di sektor 
pemerintahan. 
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